
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

BULELENG NOMOR 08 TAHUN 2023 TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR 
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PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023 

 

Abstrak  : Bahwa dalam rangka meningkatkan aspek transparansi 

dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di lingkungan 

komisi pemilihan umum Kabupaten Buleleng, perlu 

menunjuk operator Sistem Informasi dan Monitoring 

Keuangan. 

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Buleleng ini adalah Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355), Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2004 tentang  Pemeriksaan Pengelolaan 

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400), 

Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan  

Umum  (Lembaran   Negara   Republik  Indonesia  Tahun 

2017 Nomor  182,  Tambahan  Lembaran Negara  

Republik Indonesia Nomor 6109), Peraturan Pemerintah 

Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksaan 



Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran 

Negara Republik Indoneisa Tahun 2013 Nomor 103, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5423) sebagaimana 

telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 50 

Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6267, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam 

rangka Pelaksaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 1191), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran 

dalam rangka Pelaksaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 1736), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi 

Pelaksaan Anggaran Belanja Kementerian 

Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 1840), Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 14 Tahun 20202 tentang Tugas, Fungsi, Susunan 

Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi 

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 



Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 1236), Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis 

Pelaksaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum. 

 

CATATAN: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan 

tanggal 09 Januari 2023. 

 

 


